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Abstrak. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum awak Kapal
Layar Motor tradisional di Pelabuhan Poatere Makassar sebagai
bagian dari upaya memperkuat keselamatan, ketertiban, kepatuhan
operasional, dan perlindungan lingkungan laut. Kegiatan
dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 dan diikuti oleh 20 peserta yang
terdiri atas nakhoda, awak kapal, pemilik atau operator kapal,
perwakilan komunitas pelayaran rakyat, serta unsur terkait. Metode
pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan, sosialisasi, edukasi,
diskusi interaktif, studi kasus, simulasi penggunaan daftar periksa
pra-keberangkatan, dan evaluasi deskriptif. Materi mencakup dasar
hukum pelayaran, kelompok dan masa berlaku dokumen, tanggung

jawab nakhoda dan awak kapal, keselamatan navigasi, tindakan
awal keadaan darurat, serta pencegahan pencemaran laut. Hasil
kegiatan menunjukkan respons positif, keterlibatan aktif dalam
diskusi, dan pemahaman yang lebih terarah terhadap urutan
pemeriksaan pra-keberangkatan. Daftar periksa membantu peserta
menghubungkan ketentuan hukum dengan praktik operasional
sehari-hari. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan
dengan porsi praktik yang lebih besar dan keterlibatan pejabat teknis
berwenang.

PENDAHULUAN

Pelabuhan Poatere Makassar merupakan salah satu lokasi aktivitas pelayaran rakyat dan
kapal tradisional yang mendukung pergerakan orang dan barang antarpulau. Dalam kegiatan
operasional sehari-hari, awak Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berhadapan dengan
persoalan keselamatan, dokumen kapal, pengawakan, cuaca, navigasi, muatan, pemeriksaan
oleh petugas, dan tanggung jawab terhadap lingkungan laut. Karakteristik operasional tersebut
menuntut pemahaman hukum yang praktis karena keputusan yang diambil sebelum dan selama
pelayaran dapat berpengaruh langsung terhadap keselamatan jiwa, keamanan kapal, kelancaran
keberangkatan, serta kepatuhan administratif [1].

Bagi sebagian awak kapal, ketentuan hukum masih lebih mudah dipahami sebagai
kelengkapan dokumen daripada sebagai bagian dari sistem keselamatan. Laporan kegiatan
menunjukkan bahwa pemahaman peserta belum merata mengenai dasar hukum pelayaran,
jenis dan masa berlaku dokumen kapal, dokumen pengawakan, dokumen muatan, serta
dokumen keberangkatan. Pemahaman mengenai tanggung jawab nakhoda dan awak kapal
dalam keselamatan navigasi, penggunaan alat keselamatan, pelaporan keadaan darurat,
pengelolaan sampah, dan penanganan tumpahan bahan bakar juga masih perlu diperkuat.
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Selain itu, pemeriksaan sebelum berlayar cenderung bergantung pada kebiasaan masing-
masing awak dan belum menggunakan urutan pemeriksaan yang seragam. Temuan penelitian
terdahulu tentang pelayaran rakyat juga menunjukkan bahwa aspek peralatan keselamatan,
kompetensi atau sertifikasi awak, dan kesiapsiagaan keadaan darurat masih perlu diperkuat
melalui pembinaan yang praktis dan berkelanjutan [2].

Kerangka hukum pelayaran menempatkan angkutan di perairan, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta pelindungan lingkungan maritim sebagai satu kesatuan.
Dalam laporan kegiatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebut
telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun
2024. Penyelenggaraan bidang pelayaran juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31
Tahun 2021 [3]. Pada tataran teknis, peserta perlu mengenali ketentuan mengenai pengawakan
kapal niaga, pendaftaran dan kebangsaan kapal, pengukuran kapal, serta penerbitan Surat
Persetujuan Berlayar karena persyaratan dapat berbeda menurut ukuran kapal, fungsi kapal,
daerah pelayaran, dan hasil pemeriksaan pejabat berwenang [4].

Aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan juga perlu dipahami sebagai bagian
dari kepatuhan. Prinsip pencegahan tubrukan di laut, keselamatan jiwa di laut, dan pencegahan
pencemaran menjadi rujukan penting dalam praktik pelayaran [5], [6]. Bagi pelayaran rakyat,
materi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam tindakan sederhana dan berulang, seperti
memeriksa kesiapan alat keselamatan, kondisi mesin, cuaca, penataan muatan, komunikasi,
jalur evakuasi, serta pengelolaan sampah dan bahan bakar sebelum kapal berangkat. Kajian
mengenai teknologi dan pelayanan pelayaran rakyat juga menempatkan kelengkapan peralatan
keselamatan serta sertifikasi awak sebagai unsur penting dalam kualitas dan keselamatan
pelayanan [7].

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar melaksanakan
kegiatan sosialisasi hukum maritim bagi awak KLM tradisional di Pelabuhan Poatere
Makassar. Kegiatan dirancang menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus yang dekat
dengan pengalaman peserta, diskusi interaktif, dan simulasi daftar periksa pra-keberangkatan.
Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani aturan formal dengan praktik kerja di atas
kapal, sehingga peserta tidak hanya mengenali dokumen yang diperlukan, tetapi juga
memahami alasan keselamatan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap pemeriksaan.

Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan, materi yang diberikan,
respons peserta, faktor pendukung dan penghambat, serta tindak lanjut yang
direkomendasikan. Fokus utama artikel adalah bagaimana sosialisasi hukum maritim dan
penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan dapat digunakan sebagai media edukasi praktis
untuk membangun kebiasaan kerja yang lebih tertib, aman, patuh, dan bertanggung jawab pada
lingkungan pelayaran rakyat.

METODE PELAKSANAAN
Waktu, Lokasi, dan Sasaran

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 6 Agustus 2026 di
kawasan Pelabuhan Poatere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Kegiatan diikuti oleh
20 peserta yang terdiri atas nakhoda, awak KLM tradisional, pemilik atau operator kapal,
perwakilan komunitas pelayaran rakyat, serta unsur terkait lainnya. Sasaran dipilih karena
kelompok tersebut terlibat langsung dalam pemeriksaan dokumen, persiapan keberangkatan,
pengoperasian kapal, pengelolaan muatan, keselamatan navigasi, dan perlindungan lingkungan
laut.
Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pelaporan. Pada tahap persiapan, tim mengidentifikasi kebutuhan peserta terkait hukum
pelayaran, dokumen kapal, pengawakan, muatan, persyaratan keberangkatan, keselamatan
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navigasi, keadaan darurat, dan pencegahan pencemaran. Tim kemudian berkoordinasi dengan
mitra dan pengelola pelabuhan, menyiapkan materi sosialisasi.

Tahap pelaksanaan menggunakan kombinasi sosialisasi, edukasi, diskusi interaktif,
studi kasus, dan simulasi. Materi pertama menekankan hubungan antara kepatuhan hukum dan
keselamatan. Materi berikutnya membahas kelompok dokumen identitas kapal, dokumen
keselamatan dan kelaiklautan, dokumen pengawakan, dokumen muatan, serta dokumen
keberangkatan. Peserta juga menerima materi mengenai tanggung jawab nakhoda dan awak
kapal, tugas jaga, penggunaan alat keselamatan, pemeriksaan cuaca dan muatan, komunikasi,
tindakan awal dalam keadaan darurat, serta pencegahan pencemaran laut.

Untuk memperkuat penerapan, peserta mengikuti simulasi penggunaan daftar periksa
pra-keberangkatan. Urutan pemeriksaan meliputi dokumen, susunan awak, mesin, bahan
bakar, alat komunikasi, alat keselamatan, muatan, informasi cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan
sampah dan limbah, serta pembagian tugas. Simulasi diarahkan agar peserta memiliki pola
pemeriksaan yang sistematis dan tidak hanya mengandalkan kebiasaan atau ingatan sebelum
kapal meninggalkan pelabuhan.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan secara deskriptif melalui pengamatan terhadap perhatian dan
keaktifan peserta, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, kemampuan menjawab
pertanyaan, serta kemampuan mengikuti simulasi daftar periksa. Laporan kegiatan juga
mencatat penggunaan pertanyaan awal dan akhir serta kuesioner kepuasan peserta. Karena
rekap angka hasil tes dan kuesioner tidak dicantumkan dalam laporan sumber, artikel ini tidak
menyajikan persentase peningkatan skor atau nilai kepuasan kuantitatif. Hasil evaluasi
disajikan berdasarkan temuan deskriptif yang tercatat dalam laporan kegiatan.

Tabel 1. Tahapan dan Fokus Pelaksanaan Kegiatan
Tahap Kegiatan Utama Luaran

Persiapan Identifikasi kebutuhan; koordinasi mitra; penyusunan Materi dan perangkat kegiatan
materi, studi kasus, dan daftar periksa.

Pelaksanaan Sosialisasi hukum pelayaran; edukasi dokumen; diskusi  Pemahaman praktis peserta
interaktif; studi kasus keselamatan dan pencemaran.

Simulasi Pemeriksaan berurutan terhadap dokumen, awak, mesin, Daftar periksa pra-
bahan bakar, komunikasi, keselamatan, muatan, cuaca,  keberangkatan
dan limbah.
Evaluasi Pengamatan partisipasi, tanya jawab, kemampuan Temuan evaluasi deskriptif
mengikuti simulasi, tes awal/akhir, dan kuesioner
kepuasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan dan Respons Peserta

Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh ketua tim, Darwis, dilanjutkan perkenalan
tim pelaksana dan penjelasan tujuan kegiatan. Pada tahap awal, peserta diberikan pertanyaan
untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman awal. Tim kemudian menyampaikan
bahwa kepatuhan hukum pelayaran tidak semata-mata berkaitan dengan administrasi, tetapi
juga berfungsi menjaga keselamatan jiwa, kapal, muatan, kelancaran pelayanan, dan
lingkungan maritim. Penekanan ini penting karena permasalahan peserta tidak berdiri sendiri;
kelengkapan dokumen, kesiapan alat keselamatan, kondisi kapal, muatan, dan keputusan
keberangkatan saling berkaitan dalam satu rangkaian keselamatan.

Materi mengenai dokumen pelayaran menjadi salah satu bagian yang mendapat
perhatian peserta. Tim menjelaskan pengelompokan dokumen identitas kapal, keselamatan dan
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kelaiklautan, pengawakan, muatan, serta dokumen keberangkatan. Peserta diarahkan untuk
tidak hanya mengenali nama dokumen, tetapi juga memeriksa keabsahan, masa berlaku, dan
kesesuaiannya dengan ukuran kapal, fungsi kapal, daerah pelayaran, dan susunan awak yang
benar-benar berada di atas kapal. Penjelasan mengenai Surat Persetujuan Berlayar ditempatkan
sebagai bagian dari proses pemeriksaan resmi yang harus dikoordinasikan dengan syahbandar
atau pejabat berwenang ketika diperlukan.

Pelaksanaan kegiatan mendapat respons positif. Laporan kegiatan mencatat perhatian
peserta terhadap materi, keterlibatan dalam diskusi dan tanya jawab, serta partisipasi dalam
simulasi pemeriksaan pra-keberangkatan. Pertanyaan yang dibahas berkaitan dengan
dokumen, keberangkatan kapal, pemeriksaan petugas, keselamatan, cuaca, muatan, keadaan
darurat, dan pencemaran. Penggunaan bahasa sederhana dan contoh yang dekat dengan
pengalaman operasional membantu menjadikan pembahasan hukum lebih mudah dihubungkan
dengan pekerjaan sehari-hari.

Pelabuhan Poatere Makassar

Keselamatan, Keadaan Darurat, dan Pencegahan Pencemaran

Pembahasan keselamatan diarahkan pada tanggung jawab nakhoda dan awak dalam
melakukan pemeriksaan kondisi kapal sebelum keberangkatan, menggunakan alat
keselamatan, melaksanakan tugas jaga, memeriksa cuaca, menata muatan, menjaga
komunikasi, dan melaksanakan tindakan awal saat keadaan darurat. Studi kasus yang
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digunakan mencakup dokumen kedaluwarsa, keberangkatan tanpa persetujuan, perubahan
susunan awak, alat keselamatan yang tidak siap, penataan muatan yang tidak aman, kerusakan
mesin, kebakaran, kebocoran, orang jatuh ke laut, cuaca buruk, kecelakaan, dan tumpahan
bahan bakar [8], [9]. Contoh tersebut memberi konteks konkret terhadap kewajiban yang
sebelumnya dapat dipahami sebagai aturan abstrak.

Materi pencegahan pencemaran menekankan pengelolaan sampah, oli, bahan bakar,
dan limbah kapal. Peserta diberi pemahaman mengenai larangan membuang sampah atau
limbah secara sembarangan ke laut, perlunya mencegah kebocoran bahan bakar, serta tindakan
awal jika terjadi tumpahan. Materi ini menghubungkan perlindungan lingkungan dengan
kepatuhan operasional, sehingga keselamatan tidak hanya dipahami sebagai perlindungan
terhadap manusia dan kapal, tetapi juga terhadap perairan pelabuhan dan lingkungan laut [10].

Simulasi daftar periksa pra-keberangkatan menjadi bagian yang paling aplikatif karena
mengubah materi menjadi urutan tindakan. Peserta diarahkan memeriksa dokumen dan
susunan awak terlebih dahulu, kemudian kondisi mesin dan bahan bakar, alat komunikasi dan
alat keselamatan, muatan, cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan limbah, dan pembagian tugas.
Laporan kegiatan menyebutkan bahwa penggunaan daftar periksa membantu peserta
memahami urutan pemeriksaan sebelum kapal berlayar. Secara praktis, instrumen sederhana
ini dapat berfungsi sebagai pengingat, alat komunikasi antarawak, dan sarana untuk
membangun kebiasaan pemeriksaan yang konsisten.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor mendukung kelancaran kegiatan. Pertama, terdapat dukungan dari
mitra, pengelola Pelabuhan Poatere, komunitas pelayaran rakyat, serta nakhoda dan awak KLM
tradisional dalam penentuan lokasi, penyampaian informasi, dan koordinasi peserta. Kedua,
tema kegiatan sesuai dengan kebutuhan operasional peserta karena dokumen, persyaratan
keberangkatan, keselamatan navigasi, tanggung jawab awak, dan pencegahan pencemaran
merupakan persoalan yang mereka temui sehari-hari. Ketiga, penyampaian menggunakan
bahasa yang komunikatif, contoh dokumen, studi kasus, dan daftar periksa sehingga materi
lebih mudah diterima oleh peserta dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang
beragam.

Hambatan utama berkaitan dengan karakter lingkungan kerja pelabuhan. Jadwal
operasional kapal menyebabkan waktu awak berada di darat terbatas dan harus disesuaikan
dengan kegiatan bongkar muat, persiapan keberangkatan, perbaikan kapal, atau jadwal
pelayaran. Perbedaan tingkat pendidikan, pengalaman, dan pemahaman awal juga
menyebabkan kecepatan penerimaan materi tidak sama. Selain itu, lingkungan pelabuhan yang
ramai dan bising dapat memengaruhi konsentrasi. Tim mengatasi hambatan tersebut dengan
mengulang penjelasan, menggunakan contoh yang lebih sederhana, memberi kesempatan
bertanya, mendampingi peserta ketika menggunakan daftar periksa, dan mengatur posisi
kegiatan pada tempat yang lebih kondusif [11].

Implikasi dan Tindak Lanjut

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi yang dikombinasikan
dengan simulasi lebih sesuai untuk sasaran yang membutuhkan pengetahuan praktis. Materi
ringkas dan daftar periksa dapat ditempatkan di kapal sebagai pengingat sebelum
keberangkatan. Namun, kegiatan satu kali belum cukup untuk memastikan konsistensi
penerapan. Laporan kegiatan merekomendasikan pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan,
penambahan praktik pemeriksaan dokumen dan alat keselamatan, simulasi keadaan darurat,
latihan penanganan tumpahan bahan bakar, serta pendampingan penerapan daftar periksa
langsung di atas kapal.
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Tindak lanjut juga perlu melibatkan syahbandar atau pejabat teknis yang berwenang
agar peserta memperoleh penjelasan resmi mengenai prosedur dokumen, Surat Persetujuan
Berlayar, pemeriksaan kapal, pengawakan, dan persyaratan lain yang berlaku. Materi lanjutan
perlu disesuaikan dengan ukuran kapal, fungsi kapal, daerah pelayaran, jenis muatan, dan
permasalahan nyata yang dialami peserta. Dengan pola tersebut, kegiatan pengabdian tidak
berhenti pada penyampaian informasi, tetapi dapat berkembang menjadi pendampingan yang
memperkuat komunikasi antara komunitas pelayaran rakyat, pengelola pelabuhan, syahbandar,
dan perguruan tinggi. Pemeriksaan kapal sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
merupakan bagian penting untuk memastikan kelaikan dan keselamatan operasi kapal [12].

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum maritim bagi awak Kapal Layar Motor tradisional di
Pelabuhan Poatere Makassar memberikan ruang edukasi yang menghubungkan ketentuan
hukum dengan kebutuhan operasional peserta. Materi mengenai dasar hukum pelayaran,
kelompok dokumen, tanggung jawab nakhoda dan awak, keselamatan navigasi, keadaan
darurat, dan pencegahan pencemaran disampaikan melalui sosialisasi, diskusi, studi kasus, dan
simulasi. Respons peserta tercatat positif, terutama pada materi yang berkaitan langsung
dengan dokumen kapal dan pemeriksaan pra-keberangkatan.

Penggunaan daftar periksa pra-keberangkatan membantu mengarahkan pemeriksaan
secara lebih sistematis terhadap dokumen, susunan awak, mesin, bahan bakar, alat komunikasi,
alat keselamatan, muatan, cuaca, jalur evakuasi, pengelolaan limbah, dan pembagian tugas.
Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan porsi praktik yang lebih besar,
pendampingan di atas kapal, serta keterlibatan syahbandar atau pejabat teknis berwenang.
Karena laporan sumber tidak memuat rekap numerik tes awal, tes akhir, dan kuesioner,
efektivitas kegiatan pada artikel ini disajikan secara deskriptif dan belum dapat dinyatakan
sebagai peningkatan skor kuantitatif.
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